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PEMBERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BAGOR
DESA GIRIREAJO

SALINAN

PERATURAN DESA GIRIREJO
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GIRIREJO,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud
dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka
dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran
masyarakat Desa;
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Girirejo Tahun
Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran
Pf:ndapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang
disusun  sesuai dengan  kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi,
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan
kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam
melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju
masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana
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telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nlnmm- 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

:{1‘\(1nn;‘g Nomor h"l'uhun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara

(‘pnl.al\k Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran

S:‘g;un Republik Indonesia Nomor 6914);

( - v

Dae ;::;:l lU‘ndnng Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

34a Tﬂ(1 &ln'lbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

5‘58:7 n)ah'an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

©87) sebagaimana tel i i ;

Undang-Undang N clah diubah beberapa kali terakhir dengan

Abaa Undang.% n(C)lmor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Pemerintahan Daerzrllqg Nomor 23 Tahun 20_14 tentang

Tahun 2015 Nomor 58 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Indonesia Nomor 5679)-’ Tambahan Lembaran Negara Republik

5. Undang—Undan :

Pesietittehas (Ee rﬁ(;};or 3N0 Tahun 201'4 tentang Administrasi
Nomor 292, Tambet an Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 5601); an Lembaran Negara Republik Indonesia

6. Undang-U
iy ggann:r??ai I\Il)omor. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Hotebares Ne a? eRmerlnt.ah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Yagibakiag Le n%b a?‘anel\?ubhk Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

7. Peraturan Pemerintah l\?gar;:rligj 1’;‘2.1;11{ s

un 2014 tentang Peratu
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tegntan Dlt;an
(Lembaran Negara Republik I i ATy
p ndonesia Tahun 2014 Nomor 113
Tambahan Lembaran Negara Republi i )
ominn \ publik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir den
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 t o
: entang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun2014 Tentang
?:;e:turarrl) Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
4 ang4 1esa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Ngggz 632,1)’_Fambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

8. Peraturan Pemerintah Nom_or 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73,
Tambahan Lembafran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);

9. Peraturax}.Pemerlntah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan
Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1%1 021 Nc6>mor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

omor 6623);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

11.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa;
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16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas
Penggunaan Dana Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang
Pos Pelayanan Terpadu;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016
;\Ie:mﬂg Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016
Giae: 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
202%‘%; Pteraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun
Beiass 2“ ang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1
Hs 12016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk

un 2024 Nomor 1);
19.5:;?;;1ra§ Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020
& *engarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
20.Peraturan Daerap Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

o4 Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
.i’:;?atgran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024

g Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2025 Nomor 12);

22.Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa;

23.Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Penyusunan Peraturan di Desa;

24.Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Aset Desa;

25.Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024;

26.Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan
Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

27.Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;

28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;

29.Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2024 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2025;

30.Peraturan Desa Girirejo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rer_lcfan‘a
Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Girirejo
Tahun 2024 Nomor 4 );

17.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GIRIREJO
dan
KEPALA DESA GIRIREJO

MEMUTUSKAN:

Venetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.
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Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran
2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendupaum Desﬂ Rp. 1.727.776.409
2. Belanja Desa Rp. 1.755.509.097
SUTPIUS/(Deﬁslt) Rp. 27.732.688
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 27.732.688
b. .PengeIUaran Pembiayaan Rp. 27.732.688
Selisih Pembiayaan (a-b) 0
Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

tercantum  dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
APBDesg;

daftar penyertaan modal, jika tersedia;
daftar dana cadangan, jika tersedia; dan

daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran
sebelumnya.

ap op

Pasal 4
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan
operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia
anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah
Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam

rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar
biasa dan/atau permasalahan sosial; dan

e. berskala lokal Desa.

o o

Pasal 6
Dalam hal terjadi:
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a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa

pada tahun berjalan;

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar

objek belanja; dan

C. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan

menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,
Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APBDesa dengan
melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan

Peraturan Desa ini den
Girirejo.

gan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di Girirejo
pada tanggal 23 Januari 2025

KEPALA DESA GIRIREJO,

ttd.

EKO SUMARYONOQ

Diundangkan di Girirejo
Pada tanggal 24 Januari 2025

SEKRETARIS DESA GIRIREJO,
ttd.
MOCH. IRFAN SULISTIANTO

LEMBARAN DESA GIRIREJO TAHUN 2025 NOMOR 1

f‘l;h sesuai dengan aslinya
\@ RIS DESA GIRIREJO,

by
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